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DENGAN
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NO : B-929 /RRI-MLG /1272018

NO : 500 / BAWASLU-PROV-K-JI-34/PM.00.02/ X1/ 2018
Belas di kota

Pada hari ini Senin 17 bulan Desember tahun Dua Ribu
bertanda dibawah ini masing —masi i berikut -
1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Teguh Yuli
Astuti, MM. selaku Kepala LPP RRI Malang yang berkedudukan di JL Candi Panggung 58 Malang

Telp. 0341481522 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Malang dalam hal ini diwakili oleh Alim Mustofa selaku Ketua
Badan Pengawas Pemilu yang berkantor di JL Teluk Cendrawasih No.206, Arjosari, Bliimbing, Kota

Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan pihak kedua secara bersama sama selanjutnya DISEBUT PARA PIHAK dan secara
sendiri — sendin sebagai pihak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dan menyatakan teriebih
dahulu hal — hal sebagai berikut -

a Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang jasa dan industn
Penyiaran radio, berdasarkan peraturan menteri (PP 12 / 2005 PS 4 ) mempunyai tugas melaksanakan
beberapa aspek kegiatan yaitu meberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol
melalui penyelenggaraan penyiaran radio seluruh wilayah NKRL

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, yang bertugas
melaksanakan tugas pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di kota Malang. .

‘masing masing.

Scanned by CamScanner



PASAL 1
TUJUAN

e. Kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi publik melalui konsep penyajian yang
menarik sebagai bentuk pelaksanaan tugas PARA PIHAK di bidang pelayanan informasi publik dan
merencanakan, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, meneliti dan menetapkan
partai partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu, memimpin tahapan kegiatan pemilu.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban para pihak
1. Pihak pertama menyediakan tempat dan waktu siar untuk kegiatan sosialisasi Pemilu
2. Pihak kedua menyediakan narasumber / instruktur / tenaga ahli dalam melaksanakan kegiatan dialog
. if
<L PaaPhakmmﬁmiMilmﬁmthenagapaiManbﬂkbaﬂhted*aﬁtm,hmyam
hukum yang berkaitan dengan Pemilihan Umum

PASAL 3
RUANG LINGKUP

miwmwmmmsmmmmwmmmmmmu
disiarkan melalui LPP RRI di Programa 1, Programa 2 dan Saluran Budaya
PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN
di lingkungan Lembaga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

2) PARA PIHAK wmmmmmmmmm
mendukug keberhasilan pelaksanaan program kerjasma sebagaimana isi nota kesepa

3) Jadwal dan pelaksanaan kegiatan dialog ini terlampir
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PASAL 6
PEMBIAYAAN

1) Biaya biaya yang timbul sebagai poloksanaan nota kesepahaman ini merupakan tanggung jawab PARA
PIHAK dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing masing.

2) Ketentuan sebagaimana ayat ( 1) lidak menutup komungkinan bagi pelibatan pihak ketiga dalam bentuk
iklan dan sponshorship yang tidak mengikat dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 7
FORJE MAJURE

1. Yang dimaksud dengan forje majure / keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa
salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti :Bencana alam, meninggal
dunia, kebijakan pemerintah dibidang keuangan, situasi keamanan yang tidak mengijinkan dan hal- hal lain

yanmg disepakali oleh kedua pihak.
2. Apabila tejadi hal hal yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 maka para pihak
akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan,

Demikian perjanjian kerjasama antara para pihak dibuat dengan tidak ada unsur tekanan atau paksaan dari
pihak manapun.
Atas kesepakatan bersama disampaikan terima kasih
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